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SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

N

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



10.

11.

12.

13.

14.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan wuang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.287.387.840.702,00 (tiga triliun dua
ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan tujuh juta delapan ratus
empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.

C.

Pendapatan Daerah Rp3.217.737.840.702,00

Belanja Daerah Rp3.252.562.840.702,00

Surplus/ (Defisit) (Rp34.825.000.000,00)

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp92.000.000.000,00

2. Pengeluaran Rp57.175.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp34.825.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar
Rp3.217.737.840.702,00 (tiga triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), yang
bersumber dari:

a.
b.
C.

Pendapatan asli;
Pendapatan transfer; dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
sebesar Rp368.551.000.565,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima
ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp96.239.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh
sembilan juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp9.332.774.851,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh
ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.830.573.860,00 (dua puluh tiga miliar
delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
enam puluh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d sebesar Rp239.148.651.854,00 (dua ratus tiga puluh sembilan
miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu
delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar
Rp2.837.544.840.137,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar
lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu seratus
tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp2.647.415.532.000,00 (dua triliun enam ratus empat
puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu
rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b sebesar Rp190.129.308.137,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus dua
puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c sebesar Rp11.642.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat
puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;



c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp11.642.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta
rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.252.562.840.702,00
(tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta
delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
sebesar Rp2.259.497.074.142,00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan
miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu seratus
empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

® oo o

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp1.389.446.830.295,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar
empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus
sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp766.137.635.097,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh
rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00

(nol rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp102.662.608.750,00 (seratus dua miliar enam ratus enam puluh dua juta
enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar
Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
sebesar Rp306.693.904.991,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus sembilan
puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh
satu rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

. Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal gedung dan bangunan;

. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal aset tidak berwujud.

s 0o o0 o

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp10.197.910.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp113.116.187.650,00 (seratus tiga belas miliar seratus
enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh
rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sebesar Rp81.585.960.550,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus lima
puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d sebesar Rp41.150.354.000,00 (empat puluh satu miliar seratus
lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
sebesar Rp60.643.492.791,00 (enam puluh miliar enam ratus empat puluh
tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh
satu rupiah)

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja
tidak terduga.

(1)

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
sebesar Rp656.371.861.569,00 (enam ratus lima puluh enam miliar tiga ratus
tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
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a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp10.639.932.569,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp645.731.929.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar tujuh
ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp34.825.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah), yang
bersumber dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b sebesar Rp57.175.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh
puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp7.175.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta
rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
RpO0,00 (nol rupiah).



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)
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Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.825.000.000,00 (tiga puluh
empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34.825.000.000,00 (tiga puluh empat
miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan terlebih dahulu
merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(S) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
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(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a.

b.

5 0

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil = dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,
ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (11/306/2022).

inan sesuai dengan aslinya

IP. 19690423 199703 1 006



